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LATAR BELAKANG

Perawatan penyakit kronis tidak hanya berfokus pada
aspek medis, tetapi juga menyangkut nilai-nilai etik,
hukum, dan budaya.

Etik: nilai moral dan prinsip keperawatan.
Hukum: aturan dan regulasi yang melindungi
pasien dan tenaga kesehatan.
Budaya: nilai, norma, kepercayaan yang
memengaruhi sikap pasien dan keluarga.



LATAR BELAKANG

Etik, hukum, dan budaya adalah fondasi
kepercayaan dalam perawatan pasien kronis.
Tanpa hal ini, intervensi medis canggih sekalipun
sulit diterima dan tidak efektif. Perawat yang
mampu menerapkan ketiga aspek ini akan lebih
mudah menjalin hubungan terapeutik,
meningkatkan kualitas hidup pasien, dan
menjaga integritas profesi.



MENGAPA PENTING DALAM PERAWATAN
PENYAKIT KRONIS?

Perawatan jangka panjang → pasien dan keluarga hanya akan konsisten bila percaya
pada tim kesehatan.
Kepatuhan terapi meningkat → pasien lebih disiplin minum obat, diet, atau kontrol
bila ia yakin tenaga kesehatan memperhatikan nilai etik, hukum, dan budaya.
Hubungan terapeutik → membangun rasa aman, nyaman, dan saling menghargai.
Pencegahan konflik → menghargai etik, hukum, dan budaya dapat mencegah tuntutan
hukum, konflik keluarga, atau penolakan perawatan.



ASPEK ETIK DALAM PERAWATAN
PENYAKIT KRONIS



Etika keperawatan adalah seperangkat prinsip
moral, nilai, dan norma yang menjadi pedoman
bagi perawat dalam memberikan asuhan
keperawatan secara profesional kepada individu,
keluarga, dan masyarakat, dengan menjunjung
tinggi martabat manusia serta menghormati hak-
hak pasien.

Aspek etik.... cont’....

DEFINISI ETIKA KEPERAWATAN



Prinsip etik utama keperawatan:
1.Autonomy (Kemandirian pasien) → menghargai hak pasien untuk membuat keputusaan tentang

dirinya sendiri.
2.Beneficence (Berbuat baik) → setiap tindakan harus mendukung kesejahteraan pasien.
3.Non-Maleficence (Tidak merugikan) → hindari tindakan yang memperburuk kondisi pasien.
4. Justice (Keadilan) → pelayanan adil, tanpa diskriminasi status sosial, ekonomi, agama, atau budaya.
5.Veracity (Kejujuran) ⟶ memberikan informasi yang akurat dan jujur kepada pasien dan keluarga.
6.Confidentiality (Kerahasiaan) → menjaga kerahasiaan semua informasi tentang pasien yang diperoleh

selama proses perawatan.
7.Fidelity (Kesetiaan, tanggung jawab) ⟶ Menepati janji dan menjaga komitmen terhadap pasien.

Aspek etik.... cont’....

PRINSIP-PRINSIP ETIKA KEPERAWATAN



1.Membangun kepercayaan dan hubungan terapeutik.
2.Menghormati hak dan otonomi pasien.
3.Menjamin kerahasiaan dan privasi.
4.Membimbing tindakan profesional dalam dilema klinik.
5.Menjaga keadilan dalam pelayanan.

Aspek etik.... cont’....

PERAN ETIKA KEPERAWATAN DALAM PERAWATAN
PENYAKIT KRONIS



Kasus Isu Etik Pendekatan Etik Keperawatan

Pasien gagal ginjal menolak cuci
darah karena alasan spiritual.

Konflik antara prinsip
autonomy dan beneficence.

Perawat memberikan edukasi dengan empati,
menghargai keyakinan pasien, dan
mendiskusikan alternatif terapi bersama tim.

Pasien HIV kronis meminta
merahasiakan statusnya dari
pasangan.

Konflik antara confidentiality
dan duty to warn.

Perawat mendiskusikan risiko, memberi
konseling, dan melibatkan tim etik rumah sakit
untuk keputusan profesional.

Pasien kanker stadium akhir
meminta penghentian kemoterapi.

Dilema antara non-
maleficence dan autonomy.

Perawat menghormati keputusan pasien,
memastikan pasien memahami risiko, dan
memberikan dukungan paliatif yang
manusiawi.

Aspek etik.... cont’....

CONTOH PENERAPAN ETIKA DALAM KASUS NYATA



1.Advokat pasien → Melindungi hak, martabat, dan nilai pasien dalam setiap keputusan.
2.Komunikator etik → Menyampaikan fakta dengan empati, jujur, dan tanpa memihak.
3.Anggota tim etik → Berpartisipasi aktif dalam komite etik rumah sakit untuk menilai kasus

kompleks.
4.Pendidik → Memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang pilihan perawatan.
5.Pendokumentasi profesional → Mencatat seluruh proses pengambilan keputusan secara

lengkap dan legal.

Aspek etik.... cont’....

PERAN PERAWAT DALAM MENGHADAPI DILEMA ETIK



Aspek etik.... cont’....

Etika keperawatan merupakan fondasi moral dalam praktik keperawatan penyakit kronis.

Tanpa penerapan etika:
1.Hubungan terapeutik menjadi rapuh,
2.Risiko hukum meningkat,
3.Kepercayaan masyarakat terhadap profesi perawat dapat menurun.

Dengan memegang teguh etika, perawat tidak hanya memberikan care (perawatan), tetapi juga
compassion (kepedulian), respect (penghormatan), dan integrity (kejujuran) — tiga nilai inti yang
membentuk profesionalisme dalam merawat pasien kronis.



ASPEK HUKUM DALAM
PERAWATAN PENYAKIT KRONIS



Regulasi penting di Indonesia:
UU No. 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi (UU PDP) ⟶ mengatur data pribadi,
termasuk data kesehatan sebagai jenis data sensitif yang wajib dilindungi.

Perawat dan institusi perlu:
Memastikan informed concent mencakup penggunaan data digital dan akses ke data elektronik.
Menjaga keamanan data pasien, termasuk ketika menggunakan rekam medis elektronik, aplikasi
kesehatan, telemedicine.
Melindungi privasi pasien terutama dalam dokumentasi, komunikasi, penyimpanan.
Mengetahui risiko hukum bila data bocor: tuntutan hukum, reputasi, kehilangan kepercayaan.

Aspek hukum mengatur hak dan kewajiban tenaga kesehatan serta melindungi pasien.

Aspek hukum.... cont’....



Aspek hukum.... cont’....

Regulasi penting di Indonesia:
Permenkes No. 24 Tahun 2022: Rekam medis ⟶ mengatur penyelenggaraan rekam medis, baik
konvensional maupun elektronik.

Bagi pasien kronis:
Semua interaksi, terapi, dosis, perubahan kondisi harus dicatat secara lengkap dan akurat. 
Perawat harus memahami siapa yang berwenang mengakses rekam medis pasien dan dalam kondisi
apa. 
Ada prosedur apabila pasien atau keluarga meminta akses atau koreksi data. 
Implementasi EMR (Electronic Medical Record) harus sesuai standar keamanan dan regulatif Kemenkes.



Aspek hukum.... cont’....

Regulasi penting di Indonesia:
UU Kesehatan, terbaru sebagai omnibus law / revisi) ⟶ UU ini mencabut beberapa UU sebelumnya
agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi terkait tenaga kesehatan, praktik kedokteran, keperawatan,
dll.

Implikasi:
Perawat kronis harus paham bahwa standar regulatif terkini menggabungkan praktik medis,
keperawatan, sistem info kesehatan. 
Tenaga kesehatan wajib mematuhi ketentuan UU Kesehatan dalam hal persetujuan tindakan medis,
hak pasien, serta dokumentasi dan laporan. 
Penyesuaian kebijakan di rumah sakit/klinik diperlukan agar sejalan dengan UU Kesehatan baru.



Aspek hukum.... cont’....

Hak menerima informasi yang lengkap dan mudah dipahami tentang diagnosis, prognosis,
pilihan pengobatan, risiko, manfaat, biaya, dan konsekuensi jika menolak perawatan.

HAK PASIEN DALAM PERAWATAN KRONIS

Hak untuk menerima atau menolak tindakan medis setelah
mendapat informasi (informed consent / informed refusal).

Hak atas privasi dan kerahasiaan data kesehatan

Hak memperoleh pelayanan bermutu, non-diskriminatif, dan berkesinambungan,
termasuk hak mendapat rujukan, edukasi, dan perawatan paliatif bila diperlukan.

Hak memperoleh salinan rekam medis atau akses yang sah ke
rekam medis sesuai ketentuan rekam medis.



Memberikan informasi yang
benar.

Aspek hukum.... cont’....

KEWAJIBAN PASIEN DALAM PERAWATAN KRONIS

Mengikuti rencana perawatan yang
disetujui.

Menghormati tenaga
kesehatan dan fasilitas.

Menjaga kerahasiaan bila pasien tersebut
juga diberi akses eksternal.



Aspek hukum.... cont’....

HAK PERAWAT DALAM PERAWATAN KRONIS

Perlindungan
hukum

Hak atas kondisi
kerja yang aman

Hak menolak
melakukan tindakan
di luar kompetensi



Aspek hukum.... cont’....

Memberikan asuhan keperawatan sesuai standar praktik dan
kompetensi

KEWAJIBAN PERAWAT DALAM PERAWATAN KRONIS

Menjaga kerahasisaan pasien dan mematuhi
aturan perlindungan data

Melakukan dokumentasi asuhan keperawatan secara
lengkap dan tepat waktu

Memberi informasi dan edukasi secara berkelanjutan

Melaporkan insiden/pelanggaran sesuai prosedur internal
dan berpartisipasi dalam audit mutu



Aspek hukum.... cont’....

INFORMED CONCENT DAN INFORMED REFUSAL 
DALAM KASUS KRONIS

INFORMED CONSENT

INFORMED REFUSAL

Persetujuan pasien atas tindakan medis yang
diberikan setelah menerima penjelasan yang
memadai tentang diagnosis, tujuan, prosedur,
risiko, manfaat, alternatif, dan konsekuensi bila
menolak. 

Penolakan pasien terhadap tindakan yang
direkomendasikan setelah mendapat
penjelasan; tetap harus didokumentasikan agar
melindungi hak pasien dan pembuat
keputusan klinis.



Aspek hukum.... cont’....

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PERAWATAN
PENYAKIT KRONIS

Consent untuk pengolahan data &
telemedicine

Advance care planning
Contoh: resusitasi, ventilator, perawatan
paliatif.

Proses berkelanjutan
Contoh: pemasangan akses hemodialisis,

amputasi, kemoterapi



ASPEK BUDAYA DALAM
PERAWATAN PENYAKIT KRONIS



Budaya = pola nilai, norma, kepercayaan, praktik, bahasa, dan perilaku
yang dimiliki bersama oleh kelompok manusia dan diturunkan
antargenerasi.

Sensitivitas budaya (cultural sensitivity) dalam keperawatan berarti
kemampuan tenaga kesehatan untuk mengenali, menghormati, dan
menyesuaikan asuhan terhadap perbedaan budaya pasien tanpa
menghakimi.

Aspek budaya.... cont’....

DEFINISI



Budaya sangat memengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku pasien dalam menghadapi penyakit
kronis.

Aspek penting yang perlu diperhatikan:
1.Keyakinan tentang kesehatan dan penyakit
2.Nilai keluarga
3.Bahasa dan komunikasi
4.Praktik tradisional
5.Perbedaan norma gender dan peran sosial

Aspek budaya.... cont’....



IMPLIKASI BAGI PERAWAT

Aspek budaya.... cont’....

Melibatkan keluarga dan tokoh
masyarakat/agama dalam edukasi.

Peka budaya
(cultural sensitivity).

Menghormati praktik
tradisional selama
tidak membahayakan.



INTEGRASI ETIK, HUKUM, DAN BUDAYA
DALAM PERAWATAN PENYAKIT KRONIS

Etik: menjaga martabat, hak, dan pilihan pasien dalam proses perawatan jangka
panjang.
Hukum: dokumentasi lengkap, informed consent, serta keamanan data pasien.
Budaya: pendekatan perawatan harus disesuaikan dengan nilai budaya pasien
tanpa mengurangi standar medis.



Aspek yang Diabaikan Konsekuensi Nyata (Hukum, Sosial, Klinis)

Etik: Ketidakjelasan informed
consent

Gugatan perdata terhadap dokter/rumah sakit karena kelalaian memberikan informasi lengkap. 
Tenaga medis bisa di minus reputasi; kehilangan kepercayaan pasien. 
Biaya tambahan, kompensasi/kerugian moral dan materi bagi pasien/keluarga. 
Risiko konflik keluarga-pasien, penurunan kepatuhan pasien.

Dalam beberapa kasus, aspek pidana dapat muncul bila tindakan tanpa persetujuan menyebabkan cedera atau
kematian. 
Dokter/tenaga kesehatan dapat dijatuhi sanksi pidana jika terbukti melanggar KUHP atau peraturan kesehatan. 
Rumah sakit mungkin kena sanksi administratif / disiplin profesi.

Hukum: Malpraktik medis dan
administratif

Penuntutan perdata terhadap rumah sakit dan tenaga medis. 
Bayaran kompensasi materiil dan imateriil besar. 
Kemungkinan sanksi profesi, pencabutan izin, bahkan denda atau pidana tergantung keparahan. 
Hasil pengadilan sering menjadi preseden dan mendorong perubahan kebijakan rumah sakit / standar
operasional.

Dapat memicu penyelidikan pihak berwenang. 
Melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi kesehatan. 
Tekanan media / sosial yang besar dan potensi tuntutan hukum.

KONSEKUENSI NYATA BILA ASPEK ETIK-HUKUM-
BUDAYA DIABAIKAN



Aspek yang Diabaikan Konsekuensi Nyata (Hukum, Sosial, Klinis)

Budaya: Pelanggaran kerahasiaan dan
penyebaran data pasien

Pasien merasa dipermalukan, malu, kehilangan privasi. 
Tuntutan ganti rugi, kemungkinan gugatan perdata atau pidana terhadap institusi atau individu. 
Pelanggaran terhadap UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022) dan UU ITE. 
Dampak psikologis: stres, kurangnya kepercayaan, pasien mungkin menghindari perawatan lanjutan.

Budaya: Konflik keputusan dengan
keluarga / keyakinan tradisional yang
diabaikan

Penurunan kepatuhan terhadap terapi (pasien mungkin tidak minum obat, tidak kontrol rutin).
Hubungan pasien-tenaga kesehatan menjadi renggang.
Kesalahan komunikasi, miskomprehensi risiko & pilihan perawatan.
Dalam kasus ekstrim, pasien/keluarga bisa menuntut jika merasa haknya atas keyakinan atau budaya
dilanggar.

KONSEKUENSI NYATA BILA ASPEK ETIK-HUKUM-
BUDAYA DIABAIKAN



STUDI KASUS 1

Seorang pasien DM dengan luka gangren pada kaki disarankan amputasi oleh dokter. Namun pasien menolak karena
percaya bahwa kehilangan anggota tubuh akan mengurangi martabatnya dan “tidak utuh” saat dikuburkan menurut
keyakinannya.

Isu etik: menghargai autonomy vs beneficence.
Isu hukum: informed refusal perlu didokumentasikan.
Isu budaya: keyakinan religius terkait keutuhan tubuh setelah meninggal.

Pertanyaan diskusi:
1.Bagaimana sikap perawat dalam menghargai keputusan pasien namun tetap mengedukasi risikonya?
2.Peran keluarga dalam membantu pengambilan keputusan bagaimana seharusnya?

DIABETES MELLITUS DAN AMPUTASI



Situasi: Pasien DM dengan gangren menolak amputasi karena keyakinan religius bahwa tubuh harus tetap utuh saat
dikuburkan.

Penalaran etik:
Perawat harus menyeimbangkan prinsip autonomy (menghormati keputusan pasien) dengan beneficence
(keuntungan medis amputasi).
Perawat wajib memberi edukasi risiko (misalnya sepsis, kematian), namun tidak boleh memaksa.

Konsekuensi hukum:
Jika pasien menolak, rumah sakit wajib membuat informed refusal yang ditandatangani pasien/keluarga.
Tanpa dokumen ini, tenaga kesehatan bisa dianggap lalai bila pasien meninggal akibat komplikasi.

Sensitif budaya:
Libatkan tokoh agama/keluarga besar untuk menjelaskan bahwa menjaga kesehatan juga sejalan dengan ajaran
agama.
Gunakan bahasa yang menghargai keyakinan pasien, bukan sekadar pendekatan medis.

DISKUSI: DIABETES MELLITUS DAN AMPUTASI



STUDI KASUS 2

Pasien kanker payudara stadium IV ingin menghentikan kemoterapi karena merasa lelah dan ingin fokus pada
perawatan paliatif. Namun keluarga bersikeras agar pasien melanjutkan pengobatan agresif dengan alasan “masih
ada harapan hidup.”

Isu etik: autonomy pasien vs keinginan keluarga.
Isu hukum: hak pasien menentukan jalannya perawatan.
Isu budaya: di beberapa budaya Asia, keluarga lebih dominan dalam pengambilan keputusan.

Pertanyaan diskusi:
1.Bagaimana perawat menengahi konflik antara pasien dan keluarga?
2. Jika pasien tetap menolak, dokumen hukum apa yang harus dibuat?

KANKER STADIUM LANJUT DAN PALLIATIVE CARE



Situasi: Pasien kanker stadium IV ingin menghentikan kemoterapi, keluarga menolak karena ingin pasien terus berjuang.
Penalaran etik:

Konflik antara autonomy pasien dan family beneficence.
Perawat harus menjadi advokat pasien, menegaskan hak pasien memilih jalur perawatan.

Konsekuensi hukum:
UU Kesehatan menjamin hak pasien menentukan perawatan.
Jika keluarga memaksa perawatan tanpa persetujuan pasien, bisa dianggap melanggar hak asasi pasien.

Sensitif budaya:
Dalam budaya kolektivistik (seperti Indonesia), keputusan keluarga sering lebih dominan.
Perawat dapat menjembatani dengan diskusi terbuka, menggunakan pendekatan kekeluargaan, dan melibatkan
konselor spiritual.

DISKUSI: KANKER STADIUM LANJUT DAN PALLIATIVE CARE



STUDI KASUS 3

Pasien stroke kronis menjalani perawatan di rumah sakit. Rekam medis elektronik (RME) pasien diakses oleh tenaga
kesehatan yang tidak berwenang dan informasinya tersebar ke luar, menyebabkan pasien malu karena kondisi
pribadinya diketahui masyarakat.

Isu etik: pelanggaran kerahasiaan (confidentiality).
Isu hukum: melanggar Permenkes tentang rekam medis dan UU ITE.
Isu budaya: hilangnya rasa hormat dan kepercayaan dalam komunitas.

Pertanyaan diskusi:
1.Apa yang seharusnya dilakukan institusi kesehatan untuk mencegah kebocoran data pasien?
2.Apa konsekuensi hukum bagi tenaga kesehatan yang melanggar kerahasiaan data?

PASIEN STROKE DAN KEAMANAN DATA ELEKTRONIK



Situasi: Data rekam medis pasien stroke kronis diakses oleh orang yang tidak berwenang dan tersebar ke masyarakat.
Penalaran etik:

Pelanggaran confidentiality dan non-maleficence karena menyakiti martabat pasien.
Perawat harus melaporkan insiden ini dan memastikan keamanan akses data.

Konsekuensi hukum:
Melanggar Permenkes No. 269/2008 tentang rekam medis.
Bisa dikenai sanksi pidana/cyber crime sesuai UU ITE.
Rumah sakit dapat digugat karena kelalaian menjaga data pasien.

Sensitif budaya:
Di masyarakat yang menjunjung tinggi privasi, bocornya informasi medis bisa merusak status sosial pasien.
Perawat harus meminta maaf kepada pasien dan keluarganya, menjelaskan langkah perbaikan, serta
mengembalikan rasa percaya.

DISKUSI: PASIEN STROKE DAN KEAMANAN DATA ELEKTRONIK



STUDI KASUS 4

Pasien gagal ginjal kronis disarankan melakukan hemodialisis 2x/minggu. Namun pasien hanya ingin 1x/minggu
karena keterbatasan biaya dan kepercayaan bahwa doa lebih manjur daripada terapi medis.

Isu etik: beneficence vs respect for autonomy.
Isu hukum: hak pasien memilih perawatan, tetapi harus ada informed consent.
Isu budaya: keyakinan religius lebih dominan daripada medis.

Pertanyaan diskusi:
1.Apakah perawat boleh “memaksa” pasien untuk mengikuti standar terapi medis?
2.Bagaimana strategi komunikasi perawat agar keputusan pasien tetap aman?

HEMODIALISIS DAN BIAYA PERAWATAN



Situasi: Pasien gagal ginjal kronis hanya mau hemodialisis 1x/minggu karena alasan biaya dan keyakinan doa lebih
manjur.

Penalaran etik:
Konflik antara beneficence (menganjurkan terapi medis terbaik) dan autonomy pasien (hak memilih terapi).
Perawat tetap memberi edukasi tanpa memaksa, memastikan pasien paham risiko.

Konsekuensi hukum:
Jika pasien menolak standar terapi, wajib dibuat informed consent/refusal.
Jika tidak ada, tenaga kesehatan bisa dianggap abai bila terjadi komplikasi.

Sensitif budaya:
Hormati keyakinan religius pasien, jangan menyalahkan praktik doa.
Ajak pasien untuk melihat bahwa doa dan terapi medis bisa berjalan berdampingan.
Pertimbangkan solusi finansial (BPJS, dana sosial) agar pasien tetap bisa menjalani perawatan optimal.

DISKUSI: HEMODIALISIS DAN BIAYA PERAWATAN



STUDI KASUS 5

Seorang pasien HIV/AIDS yang juga memiliki penyakit kronis (TB paru) menolak kontrol rutin karena takut status
penyakitnya diketahui masyarakat dan keluarganya menjauh.

Isu etik: confidentiality dan non-maleficence.
Isu hukum: perlindungan pasien HIV/AIDS dalam peraturan kesehatan.
Isu budaya: stigma dan diskriminasi sosial.

Pertanyaan diskusi:
1.Bagaimana perawat menjaga kerahasiaan pasien HIV di tengah sistem informasi kesehatan digital?
2.Apa peran perawat dalam mengurangi stigma sosial yang dialami pasien?

HIV/AIDS DAN STIGMA SOSIAL



Situasi: Pasien HIV/AIDS dengan TB paru enggan kontrol karena takut status penyakitnya diketahui masyarakat.
Penalaran etik:

Prinsip non-maleficence (mencegah kerugian akibat stigma) dan confidentiality harus dijaga.
Perawat berperan sebagai advokat pasien agar tetap mendapat perawatan tanpa diskriminasi.

Konsekuensi hukum:
Pelanggaran kerahasiaan pasien HIV melanggar UU No. 36/2009 tentang Kesehatan dan aturan khusus
penanggulangan HIV/AIDS.
Pasien berhak menuntut bila kerahasiaannya dibocorkan.

Sensitif budaya:
Dalam banyak komunitas, stigma terhadap HIV/AIDS masih tinggi.
Perawat harus membangun komunikasi penuh empati, menjelaskan bahwa HIV adalah penyakit medis, bukan aib
moral.
Bisa melibatkan konselor sebaya (peer support) untuk meningkatkan penerimaan pasien.

DISKUSI: HIV/AIDS DAN STIGMA SOSIAL



THANK YOU


